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BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Konsep Kafa’ah Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili
Berdasarkan Teori Kafa’ah Klasik dan Kontemporer
1. Konsep Kafa’ah menurut Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid wa
Nihayat al-Mugqtasid

Pembahasan mengenai Kafa’'ah dalam Bidayat al-Mujtahid wa
Nihayat al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah, (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm.
19-21 karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-
Qurthubi terdapat dalam pembahasan mengenai persoalan wali yang
menghalangi perkawinan ( ‘adl al-awliya’). Berbeda dengan sebagian kitab
fikih yang membahas Kafd’ah secara tersendiri dalam bab perkawinan,
Ibnu Rusyd menempatkan pembahasan Kafa 'ah dalam konteks hubungan
antara hak perempuan, wali, dan kesesuaian calon pasangan. Penempatan
tersebut menunjukkan bahwa Kafd 'ah menurut Ibnu Rusyd tidak hanya
berkaitan dengan kedudukan sosial calon suami, tetapi juga berkaitan
dengan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dalam menentukan

pasangan hidup.

Dalam menjelaskan persoalan tersebut, Ibnu Rusyd terlebih dahulu
mengemukakan adanya kesepakatan ulama mengenai kewajiban wali
untuk tidak menghalangi perempuan ketika telah mendapatkan pasangan

yang dianggap sesuai. Ibnu Rusyd menyatakan:

55 G0 gt (3laayy (e i ) &3 13 ATy kg usj.uumu S 158803
Gob ba) 48 ALY A3 ) 138 L (g 35 ol ) il

"Para ulama sepakat bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi
perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan tersebut

menghendaki menikah dengan laki-laki yang sekufu dan dengan mahar
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yang sepadan. Apabila hal tersebut terjadi, maka perempuan tersebut dapat
mengadukan perkaranya kepada penguasa sehingga penguasa
menikahkannya, kecuali mengenai ayah, karena terdapat perbedaan

pendapat dalam mazhab mengenai hal tersebut."!%?

Berdasarkan teks tersebut, dapat dipahami bahwa Ibnu Rusyd
menempatkan Kafa'ah sebagai salah satu pertimbangan dalam proses
perkawinan, khususnya ketika terjadi perbedaan kehendak antara
perempuan dan walinya. Kafa ah berfungsi sebagai ukuran apakah calon
suami memiliki kesesuaian yang dapat diterima oleh pihak perempuan dan
keluarganya. Namun, dari penjelasan tersebut belum menunjukkan bahwa
Kafda’ah merupakan syarat sah perkawinan. Ibnu Rusyd justru
membahasnya dalam konteks hak wali untuk mencegah atau tidak

mencegah suatu perkawinan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibnu Rusyd selanjutnya:
oY 4 Slgia Jiall (313a Ja g (A3 B 5l SRR S Lad G 138 By ) s8EA)

"Setelah adanya kesepakatan tersebut, para ulama berbeda pendapat
mengenai bentuk Kafd’'ah yang dianggap berlaku dalam persoalan
tersebut, dan apakah mahar yang sepadan termasuk bagian dari Kafa'ah

atau tidak."!%3

Melalui pernyataan tersebut, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa titik
perbedaan ulama bukan terletak pada keberadaan konsep Kafa ah, tetapi
pada penentuan unsur-unsur yang termasuk dalam kategori Kafa ah. Para
ulama menerima bahwa kesepadanan merupakan pertimbangan dalam
perkawinan, tetapi mereka berbeda dalam menentukan batasan

kesepadanan tersebut.

102 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugqtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 19.
103 Ibid., hlm. 20.
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Perbedaan tersebut memperlihatkan karakter pemikiran fikih yang
dikaji Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid. 1a tidak hanya mencatat
perbedaan pendapat antarulama, tetapi berusaha menjelaskan bahwa setiap
perbedaan memiliki dasar pemikiran tertentu. Oleh karena itu,
pembahasan Kafa’'ah dalam kitab ini tidak berhenti pada penyebutan
pendapat mazhab, tetapi diarahkan untuk memahami alasan munculnya

perbedaan tersebut.

Selanjutnya, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat
mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak perempuan

ketika tidak terdapat Kafa 'ah dalam calon suami. [a menyatakan:

K5 113 B 5ia sl Ga A (a 1K) (pa Lgadl gl (3 8130 & o 1 6B Uy
A A b GV 83 03 5a Sl 14

"Demikian pula mereka sepakat bahwa perempuan berhak menolak
dirinya dinikahkan oleh wali yang memiliki hak memaksanya apabila tidak
terdapat Kafda’'ah pada calon suami, seperti seorang ayah terhadap anak

perempuan gadisnya."!%

Dari teks tersebut terlihat bahwa Kafd’'ah memiliki hubungan
dengan perlindungan terhadap kehendak perempuan dalam perkawinan.
Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa hak wali dalam menikahkan perempuan
tidak bersifat mutlak apabila calon suami tidak memiliki kesepadanan
yang dianggap penting menurut hukum fikih. Dengan demikian, konsep
Kafa’ah dalam perspektif Ibnu Rusyd memiliki dua sisi. Pertama, sebagai
pertimbangan dalam menjaga kepentingan perempuan. Kedua, sebagai
batas terhadap kewenangan wali agar tidak menikahkan perempuan

dengan laki-laki yang dianggap tidak sesuai.

Namun, persoalan utama yang kemudian menjadi perbedaan di

antara ulama adalah mengenai ukuran dari Kafd’ah tersebut. Ibnu Rusyd

104 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 19.
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menjelaskan bahwa tidak semua unsur memiliki kedudukan yang sama.
Sebagian unsur mendapatkan kesepakatan ulama, sementara sebagian

lainnya menjadi objek perbedaan pendapat.

Setelah menjelaskan adanya perbedaan ulama mengenai ukuran
Kafa’ah, Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan bahwa terdapat satu unsur
yang secara umum disepakati oleh para ulama, yaitu agama. Ibnu Rusyd

menyatakan:

Ca ) (o waaa (8 59 W Y) I B R Gl G B 1 A8 Agdid Spuic) Ll
il s Ll

"Adapun mengenai Kafd ah, sesungguhnya mereka sepakat bahwa
agama menjadi sesuatu yang dipertimbangkan dalam hal tersebut, kecuali
riwayat dari Muhammad bin al-Hasan yang menggugurkan pertimbangan

agama n105

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa agama
memiliki posisi khusus dalam konsep Kafa’ah. Mayoritas ulama
menjadikan agama sebagai unsur yang diperhitungkan dalam menentukan
kesepadanan pasangan. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa
Kafa’ah dalam aspek agama tidak hanya berkaitan dengan identitas
keislaman seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kualitas keberagamaan

calon pasangan.

Dalam pembahasan ini, Ibnu Rusyd tidak menjelaskan agama hanya
sebagai salah satu unsur di antara unsur sosial lainnya. Agama memiliki
kedudukan yang lebih kuat karena berhubungan langsung dengan tujuan
utama perkawinan dalam Islam. Perbedaan dalam pemahaman agama

antara suami dan istri dianggap dapat memengaruhi kehidupan rumah

105 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 19.
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tangga, terutama dalam pelaksanaan nilai-nilai agama dan pembentukan

keluarga.

Selanjutnya Ibnu Rusyd menjelaskan penerapan unsur agama dalam
persoalan ketika seorang wali menikahkan perempuan dengan laki-laki

yang memiliki sifat kefasikan. la menyatakan:

G e o Akl A o8 o G 423313 650 8 G iy g
Ledele (3008 3 8 2sal) Sl L a Lk g

"Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa apabila seorang ayah
menikahkan anak perempuan gadisnya dengan seorang peminum khamar,
atau secara umum dengan seorang yang fasik, maka perempuan tersebut
berhak menolak dirinya dari perkawinan tersebut. Hakim kemudian

melihat persoalan itu dan memisahkan keduanya."!%

Teks tersebut menunjukkan bahwa menurut Ibnu Rusyd, persoalan
agama tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki konsekuensi hukum
dalam perkawinan. Seorang laki-laki yang memiliki perilaku kefasikan
berat, seperti kebiasaan meminum khamar, dipandang tidak memenuhi

standar kesepadanan dalam aspek agama.

Dari sisi analisis hukum, hal ini menunjukkan bahwa Kafa 'ah agama
berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan rumah tangga.
Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu,
tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan menjaga nilai agama
dalam keluarga. Dengan demikian, berdasarkan uraian Ibnu Rusyd, unsur
agama merupakan standar utama dalam konsep Kafa’'ah. Adapun unsur
lainnya seperti nasab, harta, dan status sosial masih menjadi ruang
perbedaan pendapat karena berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat

dan cara ulama memahami dalil yang digunakan.

106 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 19.
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Setelah menjelaskan kesepakatan mengenai agama, Ibnu Rusyd
kemudian menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai
unsur-unsur lain yang termasuk dalam Kafa’ah. Salah satu unsur yang

diperdebatkan adalah nasab. Ibnu Rusyd menyatakan:

e daal) B ¢ gl By AgiAl) B oY AT 3L G 3A Jh il b1 6iER)
o sl

"Mereka berbeda pendapat mengenai nasab, apakah termasuk bagian
dari Kafa’ah atau tidak, demikian pula mengenai kemerdekaan,

kemampuan ekonomi, dan kesehatan dari berbagai cacat."'%’

Pernyataan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami
konstruksi Kafd’ah menurut Ibnu Rusyd. Ia menunjukkan bahwa setelah
adanya kesepakatan tentang pentingnya agama, unsur lainnya tidak
memiliki kedudukan yang sama. Nasab, kemerdekaan, kemampuan
ekonomi, dan kesehatan menjadi persoalan yang diperselisihkan oleh para

fugaha.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua kecenderungan dalam
memahami Kafa’'ah. Pertama, kelompok ulama yang melihat Kafa'ah
tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi
sosial yang melekat pada seseorang. Kedua, kelompok ulama yang lebih

menekankan nilai kesetaraan berdasarkan prinsip agama dan ketakwaan.

Dalam konteks ini, Ibnu Rusyd tidak hanya menyebutkan bahwa
ulama berbeda pendapat, tetapi juga menjelaskan sebab perbedaan
tersebut. Perbedaan pandangan tentang nasab dan unsur lainnya berkaitan
dengan cara ulama memahami hadis Nabi tentang kriteria memilih

pasangan. Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan bahwa akar perbedaan

107 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 20.
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pendapat tersebut berasal dari perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi

mengenai alasan seseorang menikahi perempuan. la menyatakan:

L 313l e o ANl B5al) Al - 4138 a g B agENA LU P
1% &4 cpdl ey 5B dgray gilay dgllaa g

"Sebab perbedaan mereka adalah perbedaan dalam memahami sabda
Nabi #: 'Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu karena
agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka pilihlah

perempuan yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung."'%

Berdasarkan penjelasan Ibnu Rusyd tersebut, perbedaan pendapat
ulama mengenai Kafa’ah bukan disebabkan karena adanya pertentangan
terhadap hadis, tetapi karena perbedaan cara memahami kandungan hadis
tersebut. Sebagian ulama memahami bahwa penyebutan agama dalam
hadis menunjukkan bahwa agama merupakan ukuran utama bahkan satu-
satunya ukuran yang memiliki nilai hukum. Sementara sebagian lainnya
memahami bahwa penyebutan harta dan nasab menunjukkan bahwa aspek
tersebut juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepadanan

pasangan.

Setelah menjelaskan sumber perbedaan pendapat ulama mengenai
konsep Kafd ah, Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan perbedaan pandangan
mazhab dalam menentukan apakah nasab termasuk unsur Kafa’'ah atau
tidak. Salah satu pendapat yang dikemukakan adalah pendapat Imam
Malik yang tidak menjadikan keturunan sebagai ukuran utama dalam

menentukan kesepadanan pasangan. Ibnu Rusyd menyatakan:

Gl = 4138 Y 281 4315 e al a3l 2183 S 401 lla (o sl
(RS0 du e pkacd]

108 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 20.
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"Pendapat yang masyhur dari Malik adalah diperbolehkannya para
mawali menikah dengan orang Arab. Ia berdalil dengan firman Allah
Ta’ala: 'Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah adalah orang yang paling bertakwa."!%

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Imam
Malik tidak memasukkan nasab sebagai unsur yang menentukan
kesepadanan dalam perkawinan. Seorang yang berasal dari kelompok
mawali tetap memiliki hak untuk menikah dengan perempuan Arab selama

tidak terdapat penghalang lain dalam hukum perkawinan.

Pendapat Imam Malik tersebut menunjukkan bahwa standar
kemuliaan dalam perkawinan lebih diarahkan kepada kualitas agama dan
ketakwaan, bukan kepada faktor keturunan. Dalam pandangan ini,
perbedaan garis keturunan tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan
seseorang tidak sekufu apabila dari sisi agama dan akhlak telah memenuhi

pertimbangan syariat.

Dalil yang digunakan oleh Imam Malik adalah firman Allah dalam
Surah al-Hujurat ayat 13:

(R o S ki &)

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

adalah orang yang paling bertakwa."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang
menurut syariat bukan berdasarkan keturunan, suku, atau kedudukan
sosial, melainkan berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Oleh
karena itu, Imam Malik memahami bahwa nasab tidak dapat dijadikan

ukuran utama dalam menentukan Kafa ah.

105 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 21.
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Pemahaman tersebut berhubungan dengan prinsip dasar Islam yang
menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama sebagai hamba Allah.
Perbedaan keturunan tidak secara otomatis menunjukkan adanya
kelebihan atau kekurangan seseorang dalam perspektif hukum Islam.
Namun, pendapat Imam Malik tidak berarti mengabaikan seluruh
pertimbangan sosial dalam perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa
perbedaan pendapat ulama lebih berkaitan dengan apakah aspek sosial
tersebut memiliki kedudukan sebagai ukuran hukum atau hanya sebagai

pertimbangan kebiasaan masyarakat.

Dengan demikian, konsep Kafa’ah menurut Mazhab Maliki lebih
menekankan substansi agama daripada simbol sosial. Kesepadanan dalam
perkawinan tidak diukur dari latar belakang keluarga atau keturunan, tetapi

dari nilai yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan perkawinan.

Berbeda dengan Imam Malik, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Abu
Hanifah dan para pengikutnya memasukkan unsur nasab dalam konsep

Kafa’ah. Ibnu Rusyd menyatakan:
(P O W) 38 5 ot h e ) 308 £ 335 Y atalal i 5 0

"Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata: perempuan Quraisy
tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan perempuan Arab
tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki Arab."!'!°

Berdasarkan pernyataan tersebut, Mazhab Hanafi memandang
bahwa nasab merupakan salah satu unsur yang dapat memengaruhi
kesepadanan pasangan. Perempuan yang memiliki kedudukan nasab
tertentu dianggap memiliki kesepadanan apabila menikah dengan laki-laki

yang memiliki latar belakang keturunan yang sebanding.

110 Myhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtasid, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dar Ibn Hazm), hlm. 20.
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Dalam pandangan Hanafi, pertimbangan nasab tidak semata-mata
didasarkan pada keunggulan suatu keturunan atas keturunan lainnya, tetapi
berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa tersebut.
Nasab memiliki pengaruh terhadap kedudukan sosial seseorang sehingga
perbedaan yang terlalu jauh dapat menimbulkan persoalan dalam

kehidupan rumah tangga.

Dasar perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut

Ibnu Rusyd berasal dari perbedaan memahami hadis:
Mgy <y (g el Bl e

"Seorang perempuan dinikahi karena agamanya, kecantikannya,

hartanya, dan keturunannya."

Mazhab Hanafi memahami bahwa penyebutan beberapa unsur
dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa faktor selain agama juga dapat
menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Kata hasab dalam hadis
dipahami memiliki hubungan dengan kehormatan keluarga atau
kedudukan sosial seseorang. Sisi pendalilan Mazhab Hanafi terletak pada
pemahaman bahwa Nabi menyebutkan unsur nasab (kasab) sebagai salah
satu alasan yang diperhatikan dalam perkawinan. Oleh karena itu, aspek

keturunan dapat menjadi bagian dari pertimbangan Kafa ah.

Akan tetapi, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak
berkaitan dengan penolakan terhadap prinsip agama sebagai unsur utama.
Perbedaannya terletak pada apakah aspek sosial seperti nasab memiliki
kedudukan hukum dalam Kafa’'ah atau hanya menjadi pertimbangan

kebiasaan masyarakat.

Dari uraian Ibnu Rusyd tersebut terlihat bahwa perbedaan Mazhab
Maliki dan Hanafi bukan terletak pada penerimaan konsep Kafd'ah,

melainkan pada cakupan unsur yang termasuk di dalamnya.
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Mazhab Maliki cenderung mempersempit ukuran Kafd'ah pada
aspek yang memiliki dasar kuat dalam syariat, terutama agama.
Pendekatan ini menempatkan ketakwaan sebagai ukuran utama karena
dianggap memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan rumah
tangga. Sementara itu, Mazhab Hanafi memperluas konsep Kafd'ah
dengan memasukkan aspek sosial seperti nasab. Pendekatan ini
mempertimbangkan realitas masyarakat yang menjadikan latar belakang
keluarga dan kedudukan sosial sebagai faktor yang dapat memengaruhi

keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, Ibnu Rusyd memperlihatkan bahwa konsep
Kafa’ah dalam fikih tidak bersifat tunggal. Perbedaan tersebut muncul
karena adanya perbedaan dalam memahami hubungan antara nilai

normatif agama dengan realitas sosial masyarakat.

Setelah menjelaskan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, Ibnu
Rusyd juga menyebutkan pendapat ulama lain yang memasukkan unsur
nasab sebagai bagian dari Kafd’ah. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd
menyebutkan pendapat Sufyan al-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal yang
memiliki pandangan berbeda dengan Imam Malik. Ibnu Rusyd

menyatakan:
5 e A all Z 335 Y 1dadly (sl s JBj

"Sufyan al-Tsauri dan Ahmad berkata: perempuan Arab tidak

dinikahkan dengan seorang mawla."

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat
ulama yang memandang unsur nasab sebagai bagian dari Kafa 'ah. Mazhab
Ahmad dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa
perempuan Arab tidak sepatutnya dinikahkan dengan laki-laki dari
golongan mawali karena adanya perbedaan kedudukan sosial berdasarkan

latar belakang keturunan.
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Pandangan tersebut berbeda dengan Imam Malik yang memberikan
ruang lebih luas dalam persoalan kesepadanan. Jika Imam Malik melihat
bahwa ketakwaan merupakan ukuran utama kemuliaan seseorang, maka
pendapat Ahmad lebih mempertimbangkan realitas sosial yang
berkembang pada masyarakat Arab ketika itu. Perbedaan ini menunjukkan
bahwa konsep Kafa’ah memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial
masyarakat tempat suatu pendapat fikih berkembang. Unsur nasab dalam
pandangan sebagian ulama bukan semata-mata persoalan biologis, tetapi
berkaitan dengan kedudukan sosial, kehormatan keluarga, dan penerimaan

masyarakat terhadap suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian Ibnu Rusyd, terdapat dua pola utama dalam

memahami nasab sebagai unsur Kafa ah.

Pertama, pendapat yang tidak menjadikan nasab sebagai ukuran
Kafa’ah, sebagaimana pendapat Imam Malik. Pendapat ini berangkat dari
pemahaman bahwa kemuliaan manusia dalam Islam tidak ditentukan oleh

keturunan, tetapi oleh agama dan ketakwaan.

Kedua, pendapat yang menjadikan nasab sebagai bagian dari
Kafa’ah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, dan
Ahmad. Pendapat ini tidak berarti menempatkan nasab lebih tinggi
daripada agama, tetapi melihat bahwa kedudukan sosial dan kehormatan
keluarga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah

tangga.

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan tersebut
bersumber dari perbedaan memahami hadis Nabi tentang alasan memilih

pasangan. Sebagian ulama mengambil penekanan pada kalimat:
sl ety kil

"Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama."
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Sebagian ulama memahami bahwa bagian tersebut menunjukkan
agama sebagai standar utama yang harus diperhatikan. Sedangkan ulama
lainnya memahami bahwa penyebutan unsur harta dan keturunan dalam
hadis menunjukkan bahwa faktor tersebut tetap dapat menjadi

pertimbangan dalam menentukan kesepadanan.

Dengan demikian, menurut analisis Ibnu Rusyd, perbedaan ulama
mengenai nasab dalam Kafd’ah bukan merupakan perbedaan dalam
menerima atau menolak syariat, tetapi merupakan perbedaan metode

dalam memahami hubungan antara nilai agama dan realitas sosial.

Selain nasab, Ibnu Rusyd juga menjelaskan adanya perbedaan
pembahasan mengenai unsur kemerdekaan (al-hurriyyah) dalam Kafa'ah.

Ibnu Rusyd menyatakan:
it 13y Al AU 4500 A (380 520 Ghe L b el calidg B8 4540 Ll g

"Adapun mengenai kemerdekaan, mazhab tidak berbeda pendapat
bahwa hal tersebut termasuk dalam Kafd 'ah, karena adanya sunnah yang
menetapkan pilihan bagi seorang budak perempuan ketika ia telah

dimerdekakan."

Dari teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa unsur
kemerdekaan memiliki posisi berbeda dibanding unsur nasab. Jika nasab
menjadi objek perbedaan pendapat, maka kemerdekaan lebih banyak

diterima oleh para ulama sebagai bagian dari Kafa 'ah.

Hal tersebut berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat pada masa
awal Islam yang masih mengenal sistem perbudakan. Status seseorang
sebagai budak atau merdeka memiliki pengaruh terhadap kedudukan sosial
dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian fugaha memasukkan

kemerdekaan sebagai salah satu ukuran kesepadanan pasangan.

Ibnu Rusyd menghubungkan pendapat tersebut dengan sunnah

mengenai hak seorang budak perempuan yang memperoleh kemerdekaan
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untuk menentukan pilihan setelah sebelumnya berada dalam ikatan

perbudakan.

Sisi pendalilan dari sunnah tersebut adalah bahwa perubahan status
seseorang dari budak menjadi orang merdeka memiliki konsekuensi
terhadap hak dan kedudukannya dalam hubungan perkawinan. Oleh
karena itu, perbedaan status tersebut dipertimbangkan oleh ulama sebagai

bagian dari kesepadanan.

Namun, jika dikaitkan dengan konteks modern, unsur kemerdekaan
memiliki karakter berbeda dibanding masa klasik. Pada masa sekarang,
sistem perbudakan secara hukum tidak lagi berlaku, sehingga alasan sosial
yang melatarbelakangi unsur tersebut tidak lagi memiliki bentuk yang

sama.

Selain agama, nasab, dan kemerdekaan, Ibnu Rusyd juga membahas
unsur kemampuan ekonomi (al-yasar) sebagai salah satu aspek yang

diperselisihkan ulama. Ibnu Rusyd menyatakan:

1 h 803 5o SR A5 G D) g G g Laa SR G Ul G Bl S a g
Aga gl A ) aly BRUKD (e baie JLallE gile d3aD o a2

"Dan mazhab juga tidak berbeda pendapat bahwa kemiskinan
termasuk sesuatu yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang
dilakukan ayah terhadap anak perempuannya yang masih gadis, yaitu
apabila laki-laki tersebut miskin dan tidak mampu memberikan nafkah
kepadanya. Maka harta menurut mereka termasuk bagian dari Kafa ah,

sedangkan Abu Hanifah tidak berpendapat demikian."

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menunjukkan adanya
perbedaan pandangan mengenai kedudukan harta dalam Kafa’ah.
Sebagian ulama melihat kemampuan ekonomi sebagai bagian dari
kesepadanan karena perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban nafkah.
Seorang suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga

dapat menyebabkan kerugian bagi pihak perempuan.



111

Namun, Abu Hanifah tidak memasukkan harta sebagai unsur
Kafa’ah dengan alasan bahwa kondisi ekonomi seseorang dapat berubah.
Kemampuan finansial tidak selalu menjadi ukuran tetap mengenai kualitas

seseorang dalam perkawinan.

Selain membahas unsur agama, nasab, kemerdekaan, dan
kemampuan ekonomi, Ibnu Rusyd juga menjelaskan bahwa para ulama
berbeda pendapat mengenai kondisi kesehatan seseorang dalam kaitannya
dengan konsep Kafa’'ah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah
cacat tertentu yang dimiliki calon pasangan dapat memengaruhi

kesepadanan dalam perkawinan.

Ibnu Rusyd menyebutkan dalam pembahasan mengenai unsur-unsur

yang diperselisihkan:

o daal) by ¢ il By AgiAl) B oY Al BRUE fhe 3h Jh il B 1 6aER)
g

"Mereka berbeda pendapat mengenai nasab, apakah termasuk bagian
dari Kafa’ah atau tidak, demikian pula mengenai kemerdekaan,

kemampuan ekonomi, dan kesehatan dari berbagai cacat."

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd memasukkan kesehatan dari
cacat (al-sihhah min al-‘uyiib) sebagai salah satu persoalan yang
diperdebatkan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
fugaha memandang kondisi fisik tertentu dapat memengaruhi tujuan
perkawinan, terutama apabila cacat tersebut menghalangi pemenuhan hak

dan kewajiban antara suami dan istri.

Dalam fikih, pertimbangan terhadap cacat bukan semata-mata
berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi berkaitan dengan kemampuan
seseorang menjalankan fungsi perkawinan. Apabila suatu keadaan
menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memperoleh hak yang
seharusnya dalam perkawinan, maka sebagian ulama memberikan ruang

untuk mempertimbangkannya. Namun, Ibnu Rusyd tidak menjadikan
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unsur kesehatan sebagai unsur yang disepakati seperti agama. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kedudukan kesehatan dalam Kafa’ah lebih bersifat
pertimbangan tambahan yang bergantung pada dampak kondisi tersebut
terhadap kehidupan rumah tangga.

Dari keseluruhan pembahasan Ibnu Rusyd, terlihat bahwa konsep
Kafa’ah memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap hak
perempuan. Kafa’ah bukan hanya membahas apakah seorang laki-laki
memiliki kedudukan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan apakah
perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi pihak

perempuan.

Hal ini terlihat ketika Ibnu Rusyd menjelaskan hak perempuan untuk

menolak perkawinan apabila tidak terdapat Kafa ah. 1a menyatakan:

SE A3 i el G Ad ) (e gl 2045 G 81l B 8 1 688 UK
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"Demikian pula mereka sepakat bahwa perempuan berhak menolak
dirinya dinikahkan oleh wali yang memiliki hak memaksanya apabila tidak

terdapat Kafd 'ah pada calon suami."

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa Kafa 'ah berfungsi sebagai
perlindungan terhadap perempuan dari perkawinan yang dapat
menimbulkan kerugian baginya. Wali memang memiliki kewenangan
dalam proses perkawinan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh

kepentingan perempuan.

Dengan demikian, konsep Kafa 'ah menurut Ibnu Rusyd tidak dapat
dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan memilih pasangan secara
mutlak. Sebaliknya, Kafd’'ah memiliki fungsi preventif untuk menjaga

agar perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan syariat.

Berdasarkan uraian Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid wa
Nihayat al-Mugtasid, dapat dipahami bahwa Kafd 'ah merupakan konsep
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hukum yang berkaitan dengan pertimbangan kesepadanan dalam
perkawinan. Ibnu Rusyd tidak menjelaskan Kafd’ah sebagai syarat sah
perkawinan, tetapi sebagai unsur yang berkaitan dengan hak perempuan

dan wali dalam menerima atau menolak suatu perkawinan.

Hal tersebut terlihat dari cara Ibnu Rusyd menyusun pembahasan. Ia
terlebih dahulu menjelaskan kesepakatan ulama mengenai larangan wali
menghalangi perempuan yang mendapatkan pasangan sekufu. Setelah itu,
ia menjelaskan adanya perbedaan ulama mengenai ukuran Kafa’ ah.
Metode tersebut menunjukkan bahwa menurut Ibnu Rusyd, persoalan
utama dalam Kafa’'ah bukan mengenai keberadaan konsepnya, tetapi
mengenai standar yang digunakan untuk menentukan kesepadanan. Dalam
menjelaskan perbedaan tersebut, Ibnu Rusyd membagi unsur Kafa'ah

menjadi beberapa kategori:
a. Unsur yang disepakati ulama

Unsur utama yang disepakati adalah agama. Mayoritas ulama
menjadikan agama sebagai ukuran penting karena berkaitan langsung

dengan kehidupan rumah tangga dan pelaksanaan nilai Islam.
b. Unsur yang diperselisihkan ulama

Unsur yang masih menjadi perbedaan antara lain, nasab,

kemerdekaan, kemampuan ekonomi, kesehatan dari cacat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep Kafd’ah memiliki
unsur normatif dan unsur sosial. Agama merupakan unsur normatif karena
memiliki dasar langsung dari nilai syariat. Sementara nasab, harta, dan
status sosial lebih berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kebiasaan
yang berkembang. Salah satu karakter penting pembahasan Ibnu Rusyd
adalah pendekatan komparatifnya. la tidak hanya menyebutkan pendapat

para ulama, tetapi juga menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat.
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Hal tersebut terlihat dari pernyataannya:
ANl 3 BSall Al AV o sida B addNIA) giNEA) B Gl

"Sebab perbedaan mereka adalah perbedaan dalam memahami sabda

Nabi #."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd melihat
perbedaan fikih sebagai hasil dari proses ijtihad. Perbedaan pendapat
bukan muncul karena salah satu pihak mengabaikan dalil, tetapi karena

adanya perbedaan dalam memahami maksud dan cakupan dalil.

Dalam konteks Kafa’ah, sebagian ulama lebih menekankan aspek
agama karena melihat hadis tentang agama sebagai petunjuk utama dalam
memilih pasangan. Sementara sebagian lainnya memasukkan aspek sosial
karena melihat bahwa unsur nasab dan harta juga disebutkan dalam hadis
tentang kriteria pasangan. Pendekatan Ibnu Rusyd tersebut menunjukkan
bahwa konsep Kafa’ah dalam fikih merupakan hasil interaksi antara teks
agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, memahami Kafa 'ah tidak cukup
hanya dengan melihat daftar unsur yang disebutkan ulama, tetapi juga
harus memahami alasan hukum dan konteks sosial yang

melatarbelakanginya.

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan Ibnu Rusyd dalam
Bidayat al-Mujtahid wa Nihdyat al-Muqtasid, konsep Kafa’ah dipahami
sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri yang berfungsi menjaga
kepentingan perempuan serta mendukung tercapainya tujuan perkawinan.
Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai pentingnya
agama sebagai unsur Kafa’'ah. Namun, mereka berbeda pendapat
mengenai unsur lainnya seperti nasab, kemerdekaan, harta, dan kesehatan.
Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami
dalil serta perbedaan dalam melihat hubungan antara prinsip syariat dan

kondisi sosial masyarakat.



115

Melalui pendekatan komparatifnya, Ibnu Rusyd menunjukkan
bahwa konsep Kafa’ah bukan konsep yang bersifat tetap pada seluruh
unsur. Sebagian unsur memiliki dasar agama yang kuat, sementara
sebagian lainnya dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa tertentu. Oleh
karena itu, pemahaman terhadap Kafa 'ah perlu melihat tujuan hukumnya,
yaitu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan

perkawinan.

. Konsep Kafa’ah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Figh al-Islamit

wa Adillatuhii

Dalam kitab Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9, cet. ke-4
(Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr), Wahbah az-Zuhaili menjelaskan konsep
Kafa’ah secara sistematis dengan memulai pembahasannya dari
pengertian bahasa dan istilah. Wahbah tidak hanya menjelaskan makna
Kafa’ah sebagai kesamaan antara calon suami dan istri, tetapi juga

menjelaskan tujuan keberadaan Kafa 'ah dalam hukum perkawinan Islam.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:
2 a1l dlag A gla ‘5\ O 288 DB 5y (B) gluwall g Alilaal) ;4a) 5o ESY
Adghdiay 2 ) adS agia pudagll ad (9S8 ¢(s gl o " Ak slas LS () galucal)!
Al Qe Y (of (R8T 1388 41 0&; alg) o s,

"Kafd’ ah secara bahasa berarti kesamaan dan kesetaraan. Dikatakan
seseorang adalah sekufu dengan orang lain apabila ia memiliki kedudukan

4

yang sama dengannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi #: 'Kaum
muslimin memiliki kesetaraan darah,' yaitu memiliki kedudukan yang
sama, sehingga darah orang yang rendah kedudukannya sama dengan

darah orang yang tinggi kedudukannya. Demikian pula firman Allah: 'Dan
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tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya,' yang berarti tidak ada yang

menyerupai-Nya."'!!

Berdasarkan penjelasan tersebut, Wahbah az-Zuhaili memahami
bahwa makna dasar Kafa’'ah adalah kesamaan atau keseimbangan antara
dua hal. Makna bahasa ini kemudian menjadi dasar dalam memahami
Kafa’ah dalam perkawinan, yaitu adanya kesesuaian antara calon suami
dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dianggap memiliki

pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya Wahbah menjelaskan pengertian Kafd’'ah menurut

istilah fuqaha:
MWJ}J@J@MJQ&J}\ O Adilaall s plgadl) el

"Dalam istilah para fuqaha, Kafa’'ah adalah kesepadanan antara
suami dan istri untuk menghindari celaan dalam beberapa perkara

tertentu."!'?

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Wahbah menempatkan
Kafa’ah sebagai konsep yang berkaitan dengan pertimbangan sosial dalam
perkawinan. Tujuan utama Kafd 'ah bukan untuk menentukan kemuliaan
seseorang secara mutlak, tetapi untuk menjaga agar hubungan perkawinan
tidak menimbulkan celaan atau tekanan sosial yang dapat mengganggu

keharmonisan rumah tangga. Hal ini terlihat dari penjelasan Wahbah:
A g3 Blad) ) i) b g Jal (e e ladal ) gal (A B) glesal) (Giiali Lgda ) g
i) ey 7 o3tk WLl gl g B pal) paai W Gumy e g3 (e Blanad) (Bi8a g
"Tujuan dari Kafa’'ah adalah mewujudkan kesetaraan dalam

beberapa perkara sosial agar tercipta stabilitas kehidupan rumah tangga

dan kebahagiaan antara suami dan istri, sehingga perempuan atau para

111 Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhi, Jilid 9, cet. ke-4 (Damaskus,
Suriah: Dar al-Fikr), hlm. 6651.

112 Thid.
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walinya tidak mendapatkan celaan terhadap suami berdasarkan kebiasaan

masyarakat."!!3

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah az-Zuhaili melihat bahwa
Kafa’ah memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat.
Kesepadanan diperlukan karena perkawinan tidak hanya melibatkan
hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan sosial antara dua

keluarga.

Namun, Wahbah tidak memahami Kafa’'ah sebagai ukuran nilai
manusia secara mutlak. Kafa’ah hanya berkaitan dengan aspek tertentu
yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh
sebab itu, ukuran Kafa’ah dapat berbeda sesuai dengan adat dan kondisi

masyarakat.

Setelah menjelaskan pengertian Kafa’'ah, Wahbah az-Zuhaili
menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan Kafd'ah
dalam perkawinan. Dalam pembahasan ini, Wahbah membagi pendapat

fuqaha menjadi dua kelompok utama.

a. Pendapat yang Tidak Menjadikan Kafa’ah sebagai Syarat

Perkawinan

Beldsl) o :m‘&n‘éﬂ\\g cg i) Cpuall g séJﬂlS*'Aggb :J9Y) ‘ébl\
H}hﬁ\b@gﬂ@hﬁ\z&mi&ﬁw

"Pendapat pertama: sebagian ulama seperti al-Tsauri, Hasan al-
Bashri, dan al-Karkhi dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa
Kafa’ah bukanlah suatu syarat sama sekali, baik sebagai syarat sah

perkawinan maupun syarat kelaziman."!*

Menurut pendapat ini, suatu perkawinan tetap sah dan berlaku

meskipun seorang laki-laki tidak memiliki kesepadanan dengan

113 Ibid.
114 Tbid.
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perempuan yang dinikahinya. Kafa’ah tidak menjadi faktor yang
menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Dasar utama
pendapat ini adalah prinsip persamaan manusia dalam Islam. Wahbah
menyebutkan beberapa dalil yang digunakan oleh kelompok ini, salah

satunya:
A i X aa 8 &y

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah adalah orang yang paling bertakwa."

Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa ukuran kemuliaan
seseorang dalam Islam bukan berdasarkan keturunan, harta, pekerjaan,
atau kedudukan sosial, tetapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah.
Oleh karena itu, menurut pendapat ini, perbedaan sosial antara laki-laki
dan perempuan tidak dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan
perkawinan. Selama tidak terdapat larangan syariat, seseorang tetap

memiliki hak untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya.

Namun, Wahbah juga menjelaskan bantahan terhadap pendapat
tersebut. Kelompok yang menerima Kafa ' ah berpendapat bahwa ayat
tersebut berbicara mengenai ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah,
bukan mengenai seluruh pertimbangan sosial dalam kehidupan

manusia. Wahbah menjelaskan:

¥) Golaliiy ¥ agdl g ccilan gl g Boal) (A g sbaucia i) O olina (il Adle 39
caghlale g (ulill i) o o a6l AN duadldd) c i) (e Wie Lagd Lal ¢ 5 gy

L g gHiy (i) ) (B L D

"Pendapat tersebut dijawab bahwa maksud ayat itu adalah
manusia memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban, serta tidak ada
kelebihan kecuali dengan ketakwaan. Adapun dalam hal-hal lain yang
berkaitan dengan pertimbangan pribadi yang berdasarkan adat dan
kebiasaan manusia, maka tidak diragukan bahwa manusia memiliki

perbedaan."
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Berdasarkan penjelasan tersebut, Wahbah menunjukkan bahwa
perbedaan sosial yang dijadikan pertimbangan Kafad’ah tidak selalu
bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Perbedaan
tersebut berada dalam ruang sosial, bukan sebagai ukuran kemuliaan

manusia di hadapan Allah.
. Pendapat Jumhur Ulama: Kafa’ah sebagai Syarat Kelaziman

Pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama yang
menyatakan bahwa Kafa’ah merupakan syarat kelaziman dalam

perkawinan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:

pat (b Ja i BeSh) ( 2(Arg ) I ial) aga) slgBll ) sgan (siy 1S 6T
dddaak Y @i

"Pendapat kedua: mayoritas fugaha, termasuk empat mazhab,
berpendapat bahwa Kafa’ah merupakan syarat kelaziman dalam

perkawinan, bukan syarat sahnya."

Menurut pendapat ini, apabila suatu perkawinan dilakukan tanpa
adanya Kafa ah, akad nikah tetap dianggap sah. Akan tetapi, wali atau
pihak yang memiliki hak dalam Kafa’ah dapat mengajukan keberatan
apabila perkawinan tersebut menimbulkan kerugian atau celaan sosial.
Wahbah menjelaskan bahwa pendapat jumhur didasarkan pada
beberapa dalil dari sunnah dan pertimbangan rasional (al-ma ‘qiil).

Salah satu hadis yang digunakan adalah:
LSS Lgd caan 9 130 a1 g o puan 13) B 3Ll g et 1) B3Mal) ¢ A8 Y S

"Tiga perkara yang tidak boleh ditunda: salat apabila telah datang
waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan yang tidak

bersuami apabila telah mendapatkan laki-laki yang sekufu dengannya."

Sisi pendalilan hadis tersebut adalah adanya penyebutan
pasangan yang sekufu sebagai salah satu pertimbangan dalam

perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kafa’'ah memiliki
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perhatian dalam syariat. Selain dalil hadis, jumhur juga menggunakan
pertimbangan rasional bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan

kesesuaian antara suami dan istri. Wahbah menjelaskan:
Lagin 8LSS Gllia (S 1) W) Bale 090 Y g3 (o gellaaall aUASS) )

"Sesungguhnya keteraturan kemaslahatan antara suami dan istri
biasanya tidak dapat terwujud kecuali apabila terdapat kesepadanan

antara keduanya."

Berdasarkan penjelasan tersebut, jumhur melihat Kafa ‘ah sebagai
sarana menjaga tujuan perkawinan. Kesepadanan dianggap dapat
membantu menciptakan keharmonisan, mengurangi konflik akibat

perbedaan sosial, serta menjaga hubungan baik antara dua keluarga.

Setelah menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai
kedudukan Kafa’ah dalam perkawinan, Wahbah az-Zuhaili
menjelaskan bahwa Kafd’ah bukan termasuk syarat sah akad nikah,
melainkan berkaitan dengan keberlangsungan (luziim) suatu
perkawinan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberadaan Kafa'ah
menurut mayoritas ulama berkaitan dengan hak untuk mempertahankan
atau menolak suatu perkawinan, bukan berkaitan dengan sah atau

tidaknya akad. Wahbah menjelaskan:
die Y5 Ailal) die aadaall g ALUSY sie gl ) B day ) caaldal) pledd i)
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"Para fuqaha dari empat mazhab sepakat menurut pendapat yang
kuat dalam mazhab Hanbali, pendapat yang menjadi pegangan dalam
mazhab Maliki, dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi’i
bahwa Kafd 'ah merupakan syarat kelaziman dalam perkawinan, bukan

syarat sahnya akad nikah."

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah menjelaskan bahwa apabila

seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, akad
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perkawinan tetap dianggap sah. Namun, wali atau pihak yang memiliki
hak dalam Kafa’'ah dapat mengajukan keberatan karena adanya
kemungkinan munculnya kerugian sosial atau celaan terhadap keluarga.

Wahbah memberikan penjelasan:

dle Lal e s Ll oY Sy dasaua dall S cpliS i B pal) cua g 35 138
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"Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang
tidak sekufu, maka akad tersebut tetap sah, dan para walinya memiliki
hak untuk menolak serta meminta pembatalan perkawinan tersebut

untuk menghindari kerugian berupa celaan terhadap diri mereka."

Dari penjelasan Wahbah tersebut terlihat bahwa konsep Kafa ah
dalam pandangan mayoritas ulama memiliki karakter sebagai hak
perlindungan, bukan sebagai pembatas mutlak dalam perkawinan.
Akad tetap sah karena unsur utama dalam sahnya perkawinan tetap
terpenuhi, sedangkan Kafa’ah berfungsi menjaga kemaslahatan pihak
perempuan dan keluarganya. Dengan demikian, perbedaan antara
syarat sah dan syarat kelaziman menjadi penting. Apabila Kafd'ah
dianggap sebagai syarat sah, maka perkawinan dengan pasangan yang
tidak sekufu akan dianggap tidak sah sejak awal. Namun, menurut
jumhur, hal tersebut tidak terjadi karena ketidaksekufuan hanya
memberikan hak untuk melakukan keberatan, bukan membatalkan

keberadaan akad sejak awal.

Setelah menjelaskan jenis syarat Kafa’'ah, Wahbah az-Zuhaili
membahas pihak yang memiliki hak dalam persoalan Kafa’ah.
Menurutnya, para ulama sepakat bahwa hak Kafa’ah dimiliki oleh

perempuan dan wali. Wahbah menjelaskan:
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"Para fuqaha sepakat bahwa Kafd’'ah merupakan hak bagi

perempuan dan para walinya."
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Berdasarkan teks tersebut, Wahbah menunjukkan bahwa Kafa’'ah
bukan hanya berkaitan dengan kepentingan keluarga atau wali, tetapi
juga berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan yang akan

menjalani kehidupan rumah tangga.
Kemudian Wahbah menjelaskan konsekuensi dari hak tersebut:

S (0 g 93 1319 cfemal) ulls (g Ll oY (S oS ity B pall i 9 35 MR
foadl) Laa Lt oS cpis,

"Apabila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu,
maka para walinya memiliki hak untuk meminta pembatalan. Apabila
wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka

perempuan tersebut juga memiliki hak untuk melakukan pembatalan."

Berdasarkan penjelasan Wahbah, hak Kafd’ah memiliki sifat
timbal balik. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pasangan
yang sesuai dengan pertimbangannya, sedangkan wali memiliki hak
karena mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap kehormatan
keluarga. Namun, hak tersebut tidak berarti bahwa wali memiliki
kewenangan  mutlak untuk menentukan  pasangan tanpa
mempertimbangkan  kehendak  perempuan.  Kafa’ah  justru
menunjukkan adanya keseimbangan antara hak perempuan dan

tanggung jawab wali.

Hal ini berkaitan dengan tujuan utama Kafd'ah, yaitu menjaga
kemaslahatan perkawinan. Ketika seorang perempuan menerima
pasangan yang tidak sekufu, maka hak wali dapat gugur karena unsur
kerelaan telah ada. Sebaliknya, apabila perempuan tidak menerima
kondisi tersebut, maka ia memiliki ruang untuk mempertahankan

haknya.

Dalam pembahasan berikutnya, Wahbah menjelaskan mengenai

pihak yang menjadi objek pertimbangan Kafd’ah. Mayoritas ulama
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berpendapat bahwa Kafa’ah lebih diperhitungkan dari pihak laki-laki

terhadap perempuan. Wahbah menjelaskan:
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"Jumhur fugaha berpendapat bahwa Kafa 'ah diperhitungkan bagi
perempuan, bukan bagi laki-laki, dalam arti bahwa kesepadanan

diperhitungkan dari pihak laki-laki terhadap perempuan."

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah menjelaskan bahwa ukuran
Kafa’ah pada dasarnya ditujukan kepada calon suami. Seorang laki-laki
harus memiliki kesepadanan tertentu dengan perempuan yang
dinikahinya. Alasan yang dikemukakan Wahbah adalah karena
ketidaksekufuan biasanya memberikan dampak lebih besar terhadap
perempuan dan keluarganya dibandingkan laki-laki. Wahbah

menjelaskan:
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"Karena laki-laki  biasanya tidak  terpengaruh  oleh
ketidaksekufuan, sedangkan perempuan dan keluarganya dapat
mendapatkan celaan apabila memiliki suami yang lebih rendah

kedudukannya."

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsep Kafa'ah
dalam fikih klasik sangat berkaitan dengan struktur sosial masyarakat
pada masa tersebut. Pertimbangan utama bukan hanya hubungan antara
suami dan istri, tetapi juga hubungan sosial antara dua keluarga.
Namun, Wahbah juga menjelaskan bahwa ukuran Kafd’'ah tidak
bersifat mutlak. Kafa 'ah dipengaruhi oleh adat dan kondisi masyarakat.
Oleh karena itu, unsur-unsur sosial dalam Kafa’ah dapat mengalami

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.
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Dalam pembahasan unsur Kafa’ah, Wahbah az-Zuhaili
menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah dan

jenis sifat yang termasuk dalam Kafd’ah. Wahbah menjelaskan:
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"Para fuqaha berbeda pendapat mengenai unsur-unsur Kafa'ah.

Menurut Malikiyah, unsur Kafa 'ah ada dua, yaitu agama dan keadaan."
Kemudian Wahbah menjelaskan:
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"Menurut Hanafiyah terdapat enam unsur, yaitu agama, Islam,

kemerdekaan, nasab, harta, dan pekerjaan."

Selanjutnya:
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"Menurut Syafi’iyah terdapat lima unsur, yaitu agama atau

kehormatan diri, kemerdekaan, nasab, bebas dari cacat yang

memberikan hak memilih, dan pekerjaan."
Dan:
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"Menurut Hanabilah juga terdapat lima unsur, yaitu agama,

kemerdekaan, nasab, kemampuan ekonomi, dan pekerjaan."

Berdasarkan pemaparan Wahbah az-Zuhaili tersebut, terlihat

bahwa terdapat perbedaan cakupan unsur Kafa’ah antar mazhab.

Mazhab Maliki memiliki konsep yang lebih sederhana dengan

membatasi Kafa’'ah pada agama dan kondisi seseorang. Sementara
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mayoritas mazhab lain memperluasnya dengan memasukkan unsur

sosial seperti nasab, kemerdekaan, harta, dan pekerjaan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep Kafa'ah
memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi agama yang bersifat normatif
dan disepakati oleh seluruh mazhab. Kedua, dimensi sosial yang
dipengaruhi oleh kondisi masyarakat sehingga terdapat perbedaan
pendapat ulama. Berdasarkan analisis terhadap pembahasan Wahbah az-
Zuhaili dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuhii, konsep Kafd’ah dipahami
sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek

tertentu yang bertujuan menjaga stabilitas kehidupan perkawinan.

Wahbah menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat
mengenai kedudukan Kafa’ah. Sebagian ulama tidak menjadikannya
sebagai syarat, sedangkan mayoritas ulama menjadikannya sebagai
syarat kelaziman, bukan syarat sah perkawinan. Dalam menentukan
unsur Kafa ah, seluruh mazhab sepakat bahwa agama merupakan unsur
utama. Adapun unsur lainnya seperti nasab, kemerdekaan, harta,
pekerjaan, dan kesehatan menjadi objek perbedaan pendapat karena

dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Melalui pembahasannya, Wahbah menunjukkan bahwa Kafa 'ah
memiliki dua sisi. Pertama, sisi normatif yang berkaitan dengan nilai
agama dan akhlak. Kedua, sisi sosial yang berkaitan dengan adat dan
kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, konsep Kafa’ah menurut
Wahbah az-Zuhaili tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan
terhadap kesetaraan manusia, tetapi sebagai mekanisme hukum untuk
menjaga kemaslahatan perkawinan. Ukuran Kafa’ah harus dipahami

berdasarkan tujuan syariat dan kondisi masyarakat yang berlaku.
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3. Perbandingan Konsep Kafa’ah Menurut Ibnu Rusyd dalam Bidayat
al-Mujtahid dan Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Figh al-Islami wa
Adillatuhii

Pembahasan mengenai konsep Kafa’'ah dalam Bidayat al-Mujtahid
wa Nihayat al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd dan Al-Figh al-Islami wa
Adillatuhii karya Wahbah az-Zuhaili menunjukkan adanya persamaan
sekaligus perbedaan dalam memahami kedudukan dan unsur-unsur
Kafa’ah dalam perkawinan. Kedua ulama tersebut sama-sama melihat
bahwa Kafa’ah merupakan salah satu pertimbangan penting dalam
perkawinan, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan

ruang lingkup dan penerapannya.

Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid membahas Kafa’ah dengan
pendekatan fikih perbandingan (figh mugaran). Ia lebih menekankan pada
penjelasan sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai ukuran
Kafa’ah. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam A/-Figh al-Islami wa
Adillatuhii menyusun pembahasan Kafa’ah secara sistematis dengan
menguraikan pengertian, kedudukan hukum, pihak yang memiliki hak,
serta unsur-unsur Kafa’'ah menurut masing-masing mazhab. Berdasarkan
uraian kedua tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa konsep Kafa 'ah dalam

fikih Islam memiliki dua dimensi utama.

Pertama, dimensi normatif, yaitu aspek agama. Aspek ini
mendapatkan kesepakatan hampir seluruh ulama karena berkaitan dengan

tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Kedua, dimensi sosial, yaitu aspek nasab, harta, pekerjaan, dan status
sosial. Aspek ini mengalami perbedaan pendapat karena sangat

dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.

Ibnu Rusyd lebih menampilkan bahwa perbedaan ulama mengenai
Kafa’ah berasal dari perbedaan memahami dalil. Sementara Wahbah az-

Zuhaili memperlihatkan bahwa unsur sosial dalam Kafa’ah memiliki
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hubungan erat dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian,
kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Kafd’ah bukan konsep
yang bersifat kaku. Unsur agama memiliki sifat tetap, sedangkan unsur

sosial dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

B. Analisis Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah
az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan

Pendekatan Ushul Fikih

Pendekatan ushul fikih digunakan untuk memahami dasar-dasar
argumentasi hukum yang melandasi suatu ketentuan fikih. Melalui
pendekatan ini, konsep Kafa’ah tidak hanya dipahami sebagai produk
pemikiran para ulama, tetapi juga sebagai hasil proses istinbat hukum yang
bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, maupun pertimbangan
kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan ushul fikih dapat digunakan untuk
menilai relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap

hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pembahasan Kafa’'ah, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa
perbedaan pandangan ulama muncul karena perbedaan dalam memahami
dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagian ulama
mendasarkan konsep Kafd’'ah pada pertimbangan sosial yang berkembang
dalam masyarakat, sedangkan sebagian lainnya lebih menitikberatkan pada
prinsip persamaan manusia dalam Islam.!'> Hal ini menunjukkan bahwa
persoalan Kafa’ah berada dalam wilayah ijtihadiyah yang memungkinkan

terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dari perspektif ushul fikih, keberagaman pendapat tersebut
menunjukkan bahwa tidak terdapat nash yang secara tegas dan rinci

menetapkan unsur-unsur Kafa’'ah dalam perkawinan. Dalil yang sering

1151bn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihdyat al-Mugtasid, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyah,
2007), 43-49.
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dijadikan dasar pembahasan Kafa’ah adalah hadis Nabi Muhammad SAW:
“Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan

akhlaknya, maka nikahkanlah ia. 116

Hadis tersebut menempatkan agama dan akhlak sebagai pertimbangan
utama dalam memilih pasangan. Namun demikian, para ulama berbeda
pendapat mengenai apakah unsur-unsur lain seperti nasab, profesi, dan status
sosial juga dapat dijadikan bagian dari Kafa ah. Perbedaan ini menunjukkan
bahwa konsep Kafa’'ah lebih banyak berkembang melalui proses ijtihad

daripada ketentuan yang bersifat qat‘i.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan ushul fikih, pemikiran
Ibnu Rusyd memperlihatkan bahwa konsep Kafa’'ah merupakan hasil
interpretasi para ulama terhadap tujuan perkawinan dan kondisi sosial
masyarakat. Oleh karena itu, unsur-unsur Kafd'ah yang ditemukan dalam
literatur klasik tidak dapat dipahami sebagai ketentuan yang bersifat mutlak
dan berlaku sepanjang masa. Sebaliknya, unsur-unsur tersebut harus
dipahami dalam konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya pendapat para

ulama.

Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan sistem hukum
perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan nasab, status
sosial, profesi, maupun tingkat ekonomi sebagai syarat sah perkawinan.
Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia lebih menekankan pada
terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta kemampuan para pihak untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hukum positif
Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa unsur-unsur sosial
dalam konsep Kafa’ah bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya

suatu perkawinan.

116 AbG ‘Tsa Muhammad ibn ‘13 al-Tirmizl, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Nikah, Bab M3 J3'a Idz3 Ja'akum
Man Tardauna Dinahu wa Khulugahu, no. 1085 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islam1, 1998), 3:386.
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Sementara itu, pemikiran Wahbah az-Zuhaili menunjukkan relevansi
yang lebih kuat dengan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.
Dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuhii, Wahbah menegaskan bahwa agama
dan akhlak merupakan unsur terpenting dalam Kafa 'ah, sedangkan unsur-
unsur lainnya bersifat pelengkap dan tidak menentukan sahnya perkawinan.
Pandangan tersebut sejalan dengan semangat hukum perkawinan Indonesia
yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Dari sudut pandang ushul fikih, kesesuaian tersebut menunjukkan
adanya orientasi yang sama terhadap maqasid al-syari‘ah, khususnya dalam
menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga keharmonisan keluarga.
Hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi konsep Kafa’'ah dalam
bentuk yang rigid sebagaimana ditemukan dalam sebagian literatur klasik,
tetapi lebih menekankan substansi yang ingin dicapai oleh konsep tersebut.
Dengan kata lain, yang dipertahankan bukanlah bentuk sosial Kafa’ah,

melainkan tujuan kemaslahatan yang melandasinya.

Menurut peneliti, pendekatan ushul fikih menunjukkan bahwa relevansi
konsep Kafa'ah terhadap hukum perkawinan Indonesia terletak pada nilai-
nilai yang dikandungnya, bukan pada seluruh unsur yang pernah dirumuskan
oleh para ulama klasik. Oleh karena itu, aspek agama, akhlak, tanggung
jawab, dan kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga masih
memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum perkawinan Indonesia
saat ini. Sebaliknya, unsur-unsur yang didasarkan pada stratifikasi sosial
seperti nasab dan status sosial tidak lagi memiliki kedudukan yang signifikan

dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Dengan demikian, melalui pendekatan ushul fikih dapat dipahami
bahwa hukum perkawinan Indonesia lebih dekat dengan pendekatan
substansial terhadap Kafa’'ah sebagaimana dikembangkan oleh Wahbah az-

Zuhaili dibandingkan dengan pendekatan sosial yang ditemukan dalam
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sebagian pandangan fikih klasik. Meskipun demikian, pemikiran Ibnu Rusyd
tetap memiliki relevansi penting karena menunjukkan bahwa konsep Kafa'ah
merupakan  wilayah ijtthadiyah yang memungkinkan terjadinya

perkembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

1. Analisis Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah
az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan

Kajian Sosiologis Hukum

Kajian sosiologis hukum memandang hukum sebagai bagian dari
kehidupan sosial yang selalu berinteraksi dengan kondisi masyarakat.
Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat
norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen
yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan
perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu,
kajian sosiologis hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana
konsep Kafda’ah menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili masih

relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam masyarakat Islam klasik yang menjadi latar pemikiran Ibnu
Rusyd, struktur sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan
masyarakat. Faktor keturunan, kedudukan keluarga, profesi, dan status
sosial sering kali menjadi pertimbangan penting dalam menentukan
pasangan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian ulama
memasukkan unsur-unsur sosial ke dalam konsep Kafa’'ah sebagai upaya
menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik yang dapat
timbul akibat perbedaan status sosial. Dengan demikian, konsep Kafa'ah
pada masa klasik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi
juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan hubungan

antar keluarga dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini,

sebagian unsur Kafa'ah yang berkembang dalam fikih klasik mengalami
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perubahan relevansi. Masyarakat Indonesia modern ditandai dengan
meningkatnya mobilitas sosial, perkembangan pendidikan, serta semakin
terbukanya interaksi antar kelompok sosial. Perkawinan tidak lagi
didominasi oleh pertimbangan keturunan atau status sosial sebagaimana
yang terjadi dalam masyarakat tradisional. Sebaliknya, faktor seperti
pendidikan, kesamaan visi kehidupan, kematangan emosional, dan
kemampuan membangun komunikasi sering kali menjadi pertimbangan

yang lebih dominan dalam menentukan pasangan hidup.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat
Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dibandingkan
dengan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya sebagian konsep
Kafa’ah klasik. Oleh karena itu, penerapan unsur-unsur Kafa'ah yang
didasarkan pada stratifikasi sosial tidak selalu sesuai dengan kebutuhan
masyarakat kontemporer. Dalam banyak kasus, keberhasilan rumah tangga
tidak lagi ditentukan oleh kesamaan nasab atau status sosial, melainkan
oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang sehat dan

bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, pemikiran Wahbah az-Zuhaili memiliki relevansi
yang cukup kuat terhadap realitas sosial Indonesia. Wahbah menempatkan
agama dan akhlak sebagai unsur utama Kafa’'ah karena kedua aspek
tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan rumah
tangga. Menurutnya, tujuan utama Kafa'ah adalah menciptakan
keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik yang dapat
mengganggu keberlangsungan perkawinan. Pendekatan ini lebih mudah
diterapkan dalam masyarakat modern yang cenderung menilai seseorang
berdasarkan kualitas pribadi dan kompetensinya daripada latar belakang

keturunannya.

Relevansi pemikiran Wahbah juga dapat dilihat dari tujuan hukum
perkawinan Indonesia yang menekankan pembentukan keluarga yang

bahagia, harmonis, dan kekal. Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia,
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konflik rumah tangga lebih sering dipengaruhi oleh persoalan ekonomi,
komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab,
maupun rendahnya kualitas pemahaman agama dibandingkan oleh
perbedaan nasab atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan
Wahbah terhadap agama dan akhlak sebagai inti Kafa’ah memiliki

kesesuaian yang lebih besar dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, bukan berarti seluruh unsur Kafa’ah klasik
kehilangan relevansinya. Dari perspektif sosiologis, beberapa unsur seperti
latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masih
memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Namun, unsur-
unsur tersebut tidak lagi dipahami sebagai penentu tinggi rendahnya
martabat seseorang, melainkan sebagai faktor pendukung yang dapat
membantu terciptanya keserasian dalam perkawinan. Oleh karena itu,
relevansinya bersifat fungsional, bukan hierarkis sebagaimana yang

ditemukan dalam sebagian struktur sosial masyarakat klasik.

Menurut peneliti, kajian sosiologis hukum menunjukkan bahwa
konsep Kafd’'ah harus dipahami secara dinamis sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Apabila konsep tersebut diterapkan secara
kaku berdasarkan struktur sosial masa lalu, maka terdapat risiko terjadinya
diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan
yang berkembang dalam masyarakat Indonesia modern. Sebaliknya,
apabila Kafa’ah dipahami sebagai upaya mencari kesesuaian nilai,
karakter, tanggung jawab, dan komitmen keagamaan, maka konsep
tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat

saat ini.

Dengan demikian, kajian sosiologis hukum memperlihatkan bahwa
relevansi konsep Kafa’ah terhadap hukum perkawinan di Indonesia tidak
terletak pada mempertahankan seluruh unsur yang berkembang dalam
fikih klasik, melainkan pada kemampuannya untuk mendukung

terciptanya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam hal ini,
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pendekatan yang dikembangkan oleh Wahbah az-Zuhaili tampak lebih
sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia kontemporer,
meskipun pemikiran Ibnu Rusyd tetap memiliki nilai penting sebagai
representasi perkembangan konsep Kafa 'ah dalam khazanah hukum Islam

klasik.

. Analisis Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah

az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan

Konsep Komparatif

Konsep komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk
mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan relevansi suatu
pemikiran hukum terhadap konteks tertentu. Dalam penelitian ini, konsep
komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibnu Rusyd
dalam Bidayat al-Mujtahid wa Nihdyat al-Mugtasid dan Wahbah az-
Zuhaili dalam al-Figh al-Islami  wa  Adillatuhii, kemudian
menghubungkannya dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di
Indonesia. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui sejauh mana
konsep Kafa’ah yang dikemukakan kedua tokoh masih memiliki relevansi

dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Dalam pemikiran Ibnu Rusyd, konsep Kafa’ah dipaparkan sebagai
salah satu persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. la menjelaskan
bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur yang dapat
dijadikan ukuran kesepadanan dalam perkawinan, seperti agama, nasab,
kemerdekaan, profesi, dan harta. Pembahasan tersebut menunjukkan
bahwa konsep Kafd'ah dalam fikih klasik memiliki dimensi sosial yang

cukup kuat karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pada masa itu.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili tetap mengakui keberadaan
berbagai pendapat ulama mengenai Kafd'ah, tetapi lebih menekankan
agama dan akhlak sebagai unsur yang paling penting dalam menentukan

kesepadanan pasangan. Menurutnya, unsur-unsur seperti nasab dan status
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sosial tidak dapat dijadikan ukuran utama karena tidak memiliki hubungan
langsung dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian,
pemikiran Wahbah menunjukkan kecenderungan untuk menyederhanakan

konsep Kafd’ah dan mengarahkannya pada nilai-nilai yang lebih universal.

Apabila kedua pemikiran tersebut dibandingkan dengan hukum
perkawinan di Indonesia, ditemukan bahwa hukum positif Indonesia tidak
secara eksplisit mengatur Kafa ‘ah sebagai syarat sah perkawinan. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengatur
syarat dan rukun perkawinan tanpa mencantumkan ketentuan mengenai
kesepadanan nasab, status sosial, maupun profesi.!!” Demikian pula dalam
Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan
adanya kesetaraan keturunan atau kedudukan sosial sebagai syarat

berlangsungnya perkawinan.!!'®

Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan
antara sebagian konsep Kafa’'ah dalam fikih klasik dengan hukum
perkawinan  Indonesia. Jika  sebagian ulama klasik  masih
mempertimbangkan unsur nasab dan status sosial sebagai bagian dari
Kafa’ah, hukum perkawinan Indonesia tidak menjadikan faktor-faktor
tersebut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Perbedaan
ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum terhadap kondisi masyarakat
Indonesia yang lebih plural dan menjunjung prinsip persamaan kedudukan

warga negara di hadapan hukum.

Meskipun demikian, terdapat pula persamaan yang cukup mendasar
antara konsep Kafa’ah dan hukum perkawinan Indonesia. Baik konsep
Kafa’ah maupun hukum perkawinan nasional sama-sama bertujuan

mewujudkan keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Tujuan

117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 dan Pasal 7.
118 Kompilasi Hukum Islam, Buku | tentang Hukum Perkawinan.
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tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'' Tujuan
tersebut memiliki kesesuaian dengan gagasan para ulama mengenai

Kafa’ah sebagai sarana menjaga keharmonisan rumah tangga.

Apabila dibandingkan secara lebih mendalam, pemikiran Wahbah
az-Zuhaili tampak memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi terhadap
hukum perkawinan Indonesia dibandingkan dengan sebagian pandangan
fikih klasik yang dipaparkan oleh Ibnu Rusyd. Hal ini karena hukum
perkawinan Indonesia lebih menekankan aspek moral, tanggung jawab,
dan kemampuan membangun keluarga daripada kesepadanan berdasarkan
status sosial atau keturunan. Penekanan Wahbah terhadap agama dan
akhlak sebagai inti Kafa 'ah sejalan dengan semangat hukum nasional yang
mengedepankan pembentukan keluarga yang berkualitas dan bertanggung

jawab.

Namun demikian, pemikiran Ibnu Rusyd tetap memiliki kontribusi
penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui
pemaparannya mengenai berbagai pendapat ulama, Ibnu Rusyd
menunjukkan bahwa konsep Kafa 'ah merupakan wilayah ijtihadiyah yang
terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Pemikiran tersebut memberikan
dasar teoritis bahwa hukum keluarga Islam dapat berkembang sesuai

kebutuhan masyarakat selama tetap berpegang pada tujuan utama syariat.

Menurut peneliti, hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa
hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi konsep Kafa’ah secara
formal sebagaimana ditemukan dalam literatur fikih klasik, tetapi
mengakomodasi substansi yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur
yang berkaitan dengan agama, tanggung jawab, dan kematangan pasangan

tetap memiliki relevansi dalam pembentukan keluarga yang harmonis,

119 yndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
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sedangkan unsur-unsur yang didasarkan pada stratifikasi sosial tidak lagi
menjadi pertimbangan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, relevansi
konsep Kafa’ah terhadap hukum perkawinan Indonesia lebih terletak pada
nilai kemaslahatan yang dikandungnya daripada pada bentuk normatifnya

sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama klasik.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pemikiran Wahbah az-Zuhaili memiliki kesesuaian yang lebih besar
dengan perkembangan hukum perkawinan Indonesia kontemporer.
Namun, pemikiran Ibnu Rusyd tetap relevan sebagai sumber pemahaman
historis dan metodologis mengenai perkembangan konsep Kafa’ah dalam
hukum Islam. Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut memiliki
kontribusi yang saling melengkapi dalam memahami posisi Kafa ‘ah dalam

hukum keluarga Islam modern.

. Analisis Peneliti terhadap Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Ibnu

Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di

Indonesia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui pendekatan ushul
fikih, kajian sosiologis hukum, dan konsep komparatif, peneliti
menemukan bahwa konsep Kafa’ah yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd
dan Wahbah az-Zuhaili memiliki relevansi yang berbeda terhadap hukum
perkawinan di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama terletak pada unsur-
unsur yang dijadikan ukuran kesepadanan dalam perkawinan serta tingkat
kesesuaiannya dengan perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia

kontemporer.

Dari perspektif ushul fikih, konsep Kafd’'ah merupakan persoalan
yang berada dalam wilayah ijtihadiyah sehingga memungkinkan
terjadinya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tidak terdapat nash
yang secara eksplisit dan rinci menetapkan unsur-unsur Kafa’ah sebagai

syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, berbagai pendapat yang
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berkembang dalam literatur fikih pada dasarnya merupakan hasil
interpretasi para ulama terhadap tujuan perkawinan dan kemaslahatan
yang ingin diwujudkan. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Rusyd
memberikan gambaran mengenai keragaman pandangan ulama klasik,
sedangkan Wahbah az-Zuhaili menunjukkan upaya reinterpretasi terhadap

konsep Kafa'ah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Menurut peneliti, salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah
bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi konsep Kafa'ah
secara formal sebagai syarat hukum yang mengikat. Baik Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum
Islam tidak mensyaratkan kesamaan nasab, status sosial, profesi, maupun
tingkat ekonomi sebagai syarat sah perkawinan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia lebih menekankan pemenuhan
rukun dan syarat nikah serta tujuan pembentukan keluarga yang harmonis

dibandingkan penerapan unsur-unsur Kafa 'ah secara normatif.

Apabila dianalisis dari sudut pandang sosiologis hukum,
perkembangan masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perubahan
pola hubungan sosial yang cukup signifikan. Mobilitas sosial yang
semakin terbuka menyebabkan seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan
keturunan atau status keluarganya semata. Pendidikan, kompetensi,
kemampuan ekonomi, dan kualitas kepribadian menjadi faktor yang lebih
dominan dalam menentukan posisi sosial seseorang. Perubahan tersebut
menyebabkan sebagian unsur Kafa’'ah yang berkembang dalam fikih
klasik mengalami penurunan relevansi dalam kehidupan masyarakat

modern.

Dalam konteks tersebut, peneliti berpendapat bahwa pandangan
Wahbah az-Zuhaili memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi terhadap
kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Penekanannya terhadap
agama dan akhlak sebagai inti Kafd’'ah sejalan dengan kebutuhan

masyarakat modern yang lebih mengutamakan kualitas pribadi
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dibandingkan status keturunan. Selain itu, pendekatan Wahbah juga lebih
dekat dengan prinsip persamaan derajat manusia yang menjadi salah satu

nilai penting dalam sistem hukum nasional maupun ajaran Islam.

Namun demikian, peneliti tidak berpendapat bahwa pemikiran Ibnu
Rusyd kehilangan relevansinya secara keseluruhan. Sebaliknya, pemikiran
Ibnu Rusyd tetap memiliki nilai penting sebagai landasan historis dan
metodologis dalam memahami perkembangan konsep Kafd’'ah dalam
hukum Islam. Melalui pemaparannya mengenai berbagai pendapat
mazhab, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi
intelektual yang kaya dan terbuka terhadap perbedaan pandangan.
Pemikiran tersebut menjadi bukti bahwa konsep Kafa’'ah sejak awal

bukanlah konsep yang bersifat tunggal dan absolut.

Hasil analisis komparatif juga menunjukkan bahwa terdapat
kesesuaian antara tujuan Kafa’ah dan tujuan hukum perkawinan
Indonesia. Dalam fikih Islam, Kafa’ah bertujuan menjaga keharmonisan
rumah tangga dan mencegah munculnya konflik dalam kehidupan
perkawinan. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun
menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua konsep tersebut memiliki

orientasi yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang stabil dan sejahtera.

Menurut peneliti, relevansi konsep Kafd’'ah terhadap hukum
perkawinan Indonesia tidak terletak pada penerapan unsur-unsurnya
secara literal sebagaimana ditemukan dalam sebagian literatur fikih klasik.
Relevansi tersebut justru terletak pada nilai-nilai yang mendasarinya,
seperti tanggung jawab, kesiapan berkeluarga, kualitas keagamaan, akhlak
yang baik, dan kemampuan membangun kehidupan rumah tangga yang
harmonis. Nilai-nilai tersebut masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan
masyarakat Indonesia saat ini dan tetap sejalan dengan tujuan hukum

perkawinan nasional.
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Lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa konsep Kafa’'ah perlu
dipahami secara kontekstual sebagai instrumen untuk mencapai
kemaslahatan, bukan sebagai alat untuk membatasi pilihan pasangan
berdasarkan status sosial tertentu. Pemahaman yang terlalu menekankan
aspek keturunan atau kedudukan sosial berpotensi menimbulkan
diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan
yang dijunjung oleh hukum Indonesia maupun ajaran Islam. Sebaliknya,
pemahaman yang menempatkan agama, akhlak, dan tanggung jawab
sebagai inti Kafa’ah akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat

kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan
bahwa konsep Kafd ’ah menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili tetap
memiliki relevansi terhadap hukum perkawinan di Indonesia, namun
dalam tingkat dan bentuk yang berbeda. Pemikiran Ibnu Rusyd relevan
sebagai sumber pemahaman historis dan metodologis mengenai
perkembangan konsep Kafa ’ah dalam hukum Islam, sedangkan pemikiran
Wahbah az-Zuhaili lebih relevan secara substantif terhadap sistem hukum
perkawinan Indonesia karena menempatkan agama dan akhlak sebagai
ukuran utama kesepadanan. Dengan demikian, konsep Kafa’'ah yang
paling sesuai untuk dikontekstualisasikan dalam hukum perkawinan
Indonesia adalah konsep yang menekankan kemaslahatan keluarga,
kualitas kepribadian, dan nilai-nilai keagamaan tanpa menjadikan

stratifikasi sosial sebagai dasar pembatasan dalam perkawinan.



